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ABSTRAK

Sartika/222015228/2019/ Pengaruh Penerapan Akuntansi Sdkuoddik dan Pengawasan
Internal Terhadap Kinerja Intansi Pemerintah Dadfabupaten Muara Enim

Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh penerap&ondansi Sektor Publik dan pengawasan
internal terhadap kinerja intansi Pemerintah Dadfabupaten Muara Enim. Penelitian ini
termasuk penelitian korelasional. Penelitian didakskan pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Muara Enim yang terletak di Jalan Jenderal A. Yémi 16 Muara Enim Kode Pos 31311 Provinsi
Sumatera Selatan. Terdapat dua variabel indepegdin akuntansi sektor publik ¢X dan
pengawasan internal ¢X serta satu variabel dependen yaitu kinerja sitaemerintah. Sampel
dalam penelitian ini adalah pegawai bidang admisstkeuangan dan aset yang berjumlah 32
orang. Data yang digunakan dalam penelitian iniupardata primer. Teknik analisis data
menggunakan deskriptif regresi berganda. Hasiglgean menyimpulkan: (1) Terdapat pengaruh
penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinesj@ansi pemerintah daerah; (2) Tidak terdapat
pengaruh pengawasan internal terhadap kinerjansisi@emerintah daerah; dan (3) Terdapat
pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dangweasan internal terhadap kinerja instansi
pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim, yang diarkdari hasil pengujian hipotesis dimana
signifikasi 0,00 < 0,05, dengan pengaruh sebes®026 dan selebihnya 54,20% dipengaruhi
faktor lainnya.

Kata Kunci: akuntansi sektor publik, pengawasan internal, dan kinerjaintansi pemerintah
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BAB |
PENDAHUL UAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme tela@ analisa
akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dangamakat di lembaga-
lembaga tinggi negara dan departemen-departembawihnya, pemerintah
daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupaada proyek-
proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Bast&i4: 2). Akuntansi
sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan papan dan perlakuan
akuntansi pada domain publik. Domain publik senaiemiliki wilayah yang
relatif luas dan kompleks dibandingkan dengan sedt@sta/bisnis. Peranan
akuntansi sektor publik ditujukan untuk memberiletayanan publik dalam
rangka memenuhi kebutuhan publik. Beberapa tugaduaysi sektor publik
sebenarnya dapat juga dilakukan swasta. Akan tatapik peranan dan tugas
tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digaeh sektor swasta.

Haryanto, dkk. (2017:1) menyatakan, jika diamatcasa lebih
mendalam, akuntansi sektor publik memiliki peragang vital dan menjadi
subyek untuk didiskusikan baik oleh praktisi sektablik maupun kalangan
akademisi. Fokus perhatian pembahasan akuntangorsgkiblik yang
hendaknya mendapat porsi yang lebih besar darngata praktisi maupun
akademisi adalah penekanan pada upaya untuk mesmnagektor publik yang
dianggap kurang efisien dan kurang menarik agaktidrtinggal jauh dengan

sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efidli@mun demikian, saat



ini pada kalangan praktisi khususnya pemerintabatiah mulai ada perhatian
yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan igrakhanajemen

pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan pgerbasistem akuntansi
manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencana@mndan dan

pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaenpedragai implikasi

finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukamprintah.

Hasil kerja instansi pemerintah yang telah dicapagrupakan
perwujudan dari implementasi urusan pemerintahasdsdang pemerintahan
yang menjadi tanggung jawabnya, dapat diketahualmieinformasi tentang
akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pentah tersebut. Informasi
tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintddutiihkan oleh pemerintah
karena Dberdasarkan informasi tersebut, pemerintadmpunyai bahan
pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikapagern manajemen
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yany el lagi. Informasi
tersebut juga diperlukan sebagai dasar penyusunaaporan
pertanggungjawaban Kepala Pemerintah sebagai memgEra pemerintah
kepada masyarakat melalui DPRD disetiap akhir tatm diakhiri jabatan
kepala pemerintah.

Pengaturan mengenai akuntabilitas instansi perna@rintlaerah
berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 TahdA Bntang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkeda penyelenggaraan
SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kjagmpengukuran kinerja,
pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dasurdan evaluasi kinerja

serta laporan pemerintah pusat. Akuntabilitas fanénstansi pemerintah



merupakan salah satu bagian isu kebijakan yantggisadi Indonesia saat ini
karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi grémah berdampak pada
upaya terciptanygood governance. Akuntabilitas dalam instansi pemerintah
merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggwadpkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi sistang bersangkutan.

Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemeriniadm berdampak
luas pada bidang ekonomi dan politik. Dalam bid&kgnomi, perbaikan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan roemlg perbaikan iklim
investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikltontabilitas kinerja
instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingka&percayaan
masyarakat kepada pemerintah. Kondisi tersebut nekkan bahwa dengan
adanya laporan keuangan yang baik pusat maupuahjardah seharusnya
dikelola dengan baik, transparan, ekonomis, efisefaktif dan akuntabel.
Adanya laporan keuangan tersebut menjadikannyagaebamber informasi
untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam emabgngkan dan
menumbuhkan wilayahnya.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi dearah, dip@rludistem
keuangan daerah yang akuntabel dalam rangka mémgkloa dengan sistem
desentralisasi secara transparan, efisien, efektilan dapat
dipertanggungjawabkan. Fenomena yang terjadi dal@rkembangan sektor
publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatngtutan akuntabilitas dapat
diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individtau penguasa yang
dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik ytarg bersangkutan

dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang mekyang



pertanggungjawabannya sebagai instrumen untuk teegieontrol terutama
dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengersensd
Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwaritean Daerah perlu
mengadakan suatu pengawasan intern atas penyelaagggemerintah
daerah. Pengawasan intern dilakukan sebagai upagaunjang dan
memperrkuat efektivitas pelaksanaan Sistem Penfiandatern Pemerintah
(SPIP). Pengawasan Intern ini dibedakan atas pesgawyang bersifat
akuntansi dan administratif.

Pengawasan intern merupakan fungsi manajemen yamgqg dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawadamimapat diketahui
bahwa suatu instansi pemerintah telah melaksankégiatan sesuai dengan
tugas dan fungsinya secara efektif dan efisienas@®ngan rencana kebijakan
yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaklairs itu pengawasan
intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukatak mendorong
terwujudnya good governance dan clean government dan mendukung
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisimmsparan, akuntabel
serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kalasi nepotisme. Pengawasan
intern di lingkungan pemerintah provinsi/kabupdtetd dilaksanakan oleh
inspektorat pemerintah  provinsi/kabupaten/kota  kintukepentingan
gubernur/bupati/walikota dalam melaksanakan peroantaerhadap kinerja
unit organisasi yang ada di dalam kepemimpinannya.

Pengawasan akuntansi meliputi rencana organisasetaua cara dan

prosedur yang terutama menyangkut dan berhubungagsung dengan



pengamanan harta benda dan dapat dipercayainyaarcateeuangan
(pembukuan). Sedangkan Pengawasan administratifiputiel rencana
organisasi dan semua cara dan prosedur yang terutenyangkut efisiensi
usaha dan ketaatan terhadap kebijaksanaan pimpeasahaan dan pada
umumnya tidak langsung berhubungan dengan pembykkantansi).

Guna menanggulangi kemungkinan terjadinya penyimggan
pengelolaan keuangan daerah, maka perlu adanyaawasan untuk
memperkecil timbulnya penyimpangan tersebut. Peagaw Intern berarti
pendayagunaan aparatur negara dalam memberantagmadesur kecurangan
atau penyelewengan dengan diadakannya pengawasn dalam rangka
mengawasi kinerja pengelolaan pemerintah daeramgggh terciptagood
governance. Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawgsag
dilakukan oleh aparat pengawas secara intern yaagsdnakan terhadap
pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembanggaasesuai dengan
rencana dan kebijakan yang berlaku. Pengawasadilaksanakan dengan
tujuan untuk tercapainya efektifitas dan efisiedari kegiatan operasional,
keandalan laporan keuangan di sektor pemerintatente ketaatan dengan
peraturan dan perundangan yang berlaku.

Penelitian mengenai pengaruh akuntansi sektor lptdrihnadap kinerja
instansi pemerintah menyimpulkan hasil yang berbesiaudi Bambang
(2012), Putri (2015), Intan (2015) menyimpulkan Wwalpenerapan akuntansi
keuangan sektor publik berpengaruh terhadap akilitaabkinerja instansi

pemerintah. Sedangkan penelitian Astari (2015) nnepylkan bahwa



penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh ifiegahadap kinerja
instansi pemerintah.

Penelitian Ira (2014), dan Nirmalasari (2018) netakan bahwa
pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadagerja instansi
pemerintah. Sedangkan penelitan Dewi (2017) mepylkan bahwa
pengawasan internal berpengaruh negatif terhadegpj&iinstansi pemerintah.

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu Kabupddein 17
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yawegraegeografis terletak
pada posisi antara 4° sampai 6° Lintang Selatanl@4f sampai 106° Bujur
Timur, dengan luas wilayah sekitar 7.300.50 Km2ca®a administratif
Kabupaten Muara Enim terdiri dari 20 Kecamatan, #8éSa definitif atau
persiapan dan 10 Kelurahan. Kabupaten Muara Enenydunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muara Enimnuha2017 berpedoman
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur &ledgam Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 201#tdag Petunjuk Teknis
Perjanjan Kenerja, Pelaporan Kinerja dan Tata (Reaiu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatgarbledan
Reformasi Birokrasi Nomor : B/128/AA.05/2018 tanbd® Januari 2018
tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinematansi Pemerintah. Hasil
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinfedhun 2017, Pemerintah
Kabupaten Muara Enim mendapat nilai 70,01, dengeian penilaian seperti

pada tabel berikut.



Tabel 1.1
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2017-2018

Komponen yang Dinilai Nilai Keterangan
Bobot 2017 2018

a. Perencanaan kinerja 30 23,38 22,91 -0,42
b. Pengukuran kinerja 25 16,46 18,31 1,85
c. Pelaporan kinerja 15 11,06 12,84 1,78
d. Evaluasi kinerja 10 6,68 8,11 1,43
e. Capaian kinerja 20 12,48 12,90 0,42
Nilai Hasil Evaluasi 100 70,01 75,07 5,06
Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB BB -

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enin§ 201

Berdasarkan tabel 1.1, dinyatakan bahwa AkuntalsilKinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Muara Enim secara umum mengganingkatan.
Namun, salah satu komponen penilaian pada aspeingamraan kinerja
menurun. Selain itu juga, Kementerian Pendayaguwgqeamatur Negara dan
Reformasi Birokrasi merekomendasikan beberapadiagai berikut:

1. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjaftasgade down)
kinerja, mulai dari level OPD sampai dengan indikatinerja di level
eselon lll, 1V, dan individu pegawai.

2. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan korap anggaran
dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan danrsadasl reviu ini
harus dapat memastikan bahwa anggaran memang aidlak hanya
untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan pasmilihan
program/kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran.

3. Meningkatkan kualitas pengukuran terhadmpput dan outcome secara

berkala untuk memastikan tercapainya kinerja sasanganisasi.



. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi agarammpu
meningkatkan penerapan manajemen kinerja sebaganasaonitoring
dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan, sehimggapu menyujudkan
efektivitas program kinerja organisasi dalam pen@p kinerja
organisasi.

. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kine®D yang dapat
menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas progdan efisiensi
anggaran.

. Memerintahkan inspektorat untuk terus meningkatkaalitas evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap OPD sehingga dagaipta pemahaman
yang merata antar OPD, serta kepada Bappeda dap@aanggung jawab
program untuk terus meningkatkan kualitas evalyarsigram untuk
mendorong efektivitas pencapaian sasaran dan refisipenggunaan
anggaran.

. Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pimpinarD Q€rhadap
penerapan manajemen kinerja organisasi sehinggapmamningkatkan
pencapaian kinerja organisasi.

. Memanfaatkan informasi kinerja dan capaian kinedgi organisasi
sebagai dasar pemberigavard danpunishment.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 TahuB A@Gfhgenai

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang mergratethwa Pemerintah

Daerah perlu mengadakan suatu pengawasan intesnpatayelenggaraan

pemerintah daerah. Pengawasan intern dilakukangaelb@aya menunjang

dan memperrkuat efektivitas pelaksanaan Sistem dpPeladjan Intern



Pemerintah (SPIP). Pengawasan intern di PemeriDadrah Kabupaten
Muara Enim dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mud&nim yang
merupakan aparat pengawasan intern pemerintah larignggung jawab
langsung kepada Bupati Kabupaten Muara Enim. Fudgsi Inspektorat
adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh &egddlam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja @lexarDaerah yang
didanai dengan Anggaran Pendapatan dan BelanjaRaer

Berdasarkan latar belakang di atas, dan perbedasil penelitian-

penelitian yang telah dilakukan, peneliti tertarituk meneliti kembali mengenai

penerapan akuntansi sektor publik, pengawasannaitedan kinerja instansi

pemerintah dengan judulPéngar uh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan

Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Kabupaten Muara Enim”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka ramosasalah dalam
penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh peneragantansi sektor publik
dan pengawasan internal terhadap kinerja instamsnepntah daerah
Kabupaten Muara Enim?

. Tujuan Penédlitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuam dzenelitian
ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapantahsirsektor publik dan
pengawasan internal terhadap kinerja instansi pgatabrdaerah Kabupaten

Muara Enim.
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D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh atau diharapkan dari hasieptian ini adalah
sebagai berikut:
1. Bagi Peneliti
Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pensahpeneliti dalam
bidang akuntansi khususnya penerapan akuntansirsgkiblik dan
pengawasan internal terhadap kinerja instansi petaler
2. Bagi Intansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim
Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasib@han bagi pihak
yang membutuhkan dan dapat dijadikan dasar dannbpégimbangan
dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah
3. Bagi Almamater
Menambah perbendaharaan kepustakaan. Tugas akipsiski akan
memperkaya jumlah literatur yang dapat digunakaeh okalangan

akademisi.



BAB I
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTES S

A. Landasan Teori
1. Akuntans Sektor Publik
a. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Haryanto, dkk. (2017: 1) menyatakan bahwa, akuntaektor
publik adalah untuk memberikan pelayanan publik agal rangka
memenuhi kebutuhan publik. Dalam beberapa hal, taksnsektor publik
berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Rarbesifat dan
karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karadanya perbedaan
lingkungan yang mempengaruhinya. Lebih lanjut Basti(2014: 2)
menyatakan bahwa, akuntansi sektor publik adalakamsme teknik dan
analisa akuntansi di lembaga-lembaga tinggi negkma departemen-
departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMNYIBULSM dan
yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerja samaorsgiublik dan
swasta.

Biduri (2018: 2) mendefinisikan akuntansi sektombliju adalah
suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungagah usaha, terutama
yang bersifat keuangan guna pengambilan keputustuk imenyediakan
kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan pubdikg/diselenggarakan
oleh entitas perusahaan. Sedangkan menurut Halim Mahammad
(2018: 3) bahwa akuntansi sektor publik adalah usuatroses

pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, darappehn transaksi

11
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ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atauasnfitublik sepert
pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagformasi dalam
mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yaegerlukan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkawdakuntansi
sektor publik adalah proses pencatatan, pengiasiéin, penganalisisan
dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu oegangublik yang
menyediakan informasi keuangan bagi para pemalkarda keuangan
yang berguna untuk pengambilan keputusan.
. Jenisjenis Akuntansi Sektor Publik

Organisasi-organisasi sektor publik sering dijumpdalam
kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorandezung berurusan
dengan instansi pemerintah, seperti departemenigikaud, departemen
tenaga kerja, kantor pencatatan sipil, atau kepalisSelain itu juga,
seseorang berinteraksi dengan berbagai organisssjaknaan, seperti
MUI, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, PGl (Pé¢usam Gereja
Indonesia), KWI (Konfrensi Waligereja Indonesia)and lain-lain. Di
bidang pendidikan dan kesehatan, dijumpai berageganasi sektor
publik, seperti universitas, sekolah-sekolah, rursakit, puskesmas, dan
balai-balai kesehatan, dan yang juga termasuk ma@sinsektor publik
adalah partai-partai politik dan LSM-LSM di berbadadang. Biduri
(2018: 3) menyatakan bahwa jika dilihat secarasghgsar, jenis-jenis
organisasi sektor publik dapat dibagi menjadi fjgais, yaitu sebagai

berikut:



1)

2)

3)
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Instansi Pemerintah
Instansi pemerintah merupakan bagian organisasorieiblik
yang berbentuk instansi pemerintah berikut.

a) Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya: (1) Kefna@ngeperti
Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departe
Keuangan,dan lain-lain; seta (2) Lembaga dan baggara sepeti
KPU,KPK, dan lain-lain.

b) Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya Satuam IRenjangkat
Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas KesehatamasD
Perhubungan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Baseah,
Kantor Pencatatan Sipil,dan lain-lain.

Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah

Organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan hagia
organisasi sektor publik yang bentuknya bukan mst@emerintah,

tetapi milik pemerintah. Contohnya: (a) Perguruaggi BHMN; (b)

Rumah sakit milik pemerintah seperti RSCM, RS Dagr@an (c)

Yayasan-yayasan milik pemerintah. Pada perkemivenyga sebagian

organisasi dalam kelompok ini dikategorikan dalaehokpok yang

lebih khusus, yaitu Badan Layanan Umum (BLU) dadd@alLayanan

Umum Daerah (BLUD).

Organisasi Nirlaba Milik Swasta

Organisasi nirlaba milik swasta ini merupakan bagia

organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikela&eh pihak swasta.
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Contohnya: (a) Yayasan seperti Sampoerna FoundaBmmpet

Dhuafa Republika, dan lain-lain; (b) Sekolah daivewsitas swasta;

dan (c) Rumah sakit milik swasta.

c. Karakteristik Akuntans Sektor Publik
Akuntansi merupakan sutau aktivitas yang memiliguan untuk

mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harusillkemanfaat. Dalam
beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda derdantansi pada
sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristiuntaksi tersebut
disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yeempengaruhi.
Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisaktosepublik
menurut Biduri (2018: 5) antara lain:
1) Faktor ekonomi meliputi antara lain:

a) Pertumbuhan ekonomi

b) Tingkat inflasi

c) Tenaga kerja

d) Nilai tukar mata uang

e) Infrastruktur

f) Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)
2) Faktor politik meliputi antara lain:

a) Hubungan negara dan masyarakat

b) Legitimasi pemerintah

c) Tipe rezim yang berkuasa

d) Ideologi negara

e) Elit politik dan massa

f) Jaringan internasional
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g) Kelembagaan

3) Faktor kultural meliputi antara lain:
a) Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
b) Sistem nilai di masyarakat
c) Historis
d) Sosiologi masyarakat
e) Karakteristik masyarakat
f) Tingkat pendidikan

4) Faktor demografi meliputi antara lain:
a) Pertumbuhan penduduk
b) Struktur usia penduduk
c) Migrasi
d) Tingkat kesehatan

d. Elemen-elemen Akuntans Sektor Publik
Bastian (2014: 12) menjelaskan bahwa elemen-elemkentansi

sektor publik dapat digambarkan dalam rangkaiatusilada gambar

E -
s Perencanaan

| Publik

f T

Pertanggungjawaban P .
{ Publik Akuntansi Sektor Publik ‘ et;gu:;ﬁ;gaxan

/ / Gg\ \ 5

& Aﬂgoql an Publlk

r Pel'ipox an W Pengadaan Barang
| Keuangan Sektor Publik | dan Jasa Publik

berikut.

J

-

Audit Scktor
Publlk

Gambar 1l.1. Siklus Akuntansi Sektor Publik
(Bastian, 2014: 12)
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Gambar siklus akuntansi sektor publik di atas,ihtetl bahwa
akuntansi sektor publik memiliki elemen-elemen gelbaerikut.
1) Perencanaan Publik
Dalam bagian ini, hal-hal pokok yang wajib diketabhdalah
perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses mefudntukan
tindakan masa depan yang tepat, yaitu melalui nrpithan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagmiteatuang
dalam UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem rieamaan
Pembangunan Nasional Pasal 1 Poin 1. Lebih dari preoses
perencanaan yang dilaksanakan tersebut akan mé&aanaktivitas
dan fokus strategi organisasi sektor publik. Dafapsesnya, memang
perencanaan membutuhkan partisipasi publik yangn akangat
menentukan kualitas serta berterimanya arah daartigrganisasi.
Lebih implisit, inti dari perencanaan adalah metiggasi
masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan. tétakebut
dilakukan dengan persiapan yang didasarkan padaddait informasi
yang tersedia saat ini. Maka, aspek yang terkanddatam
perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara raéntgpan
tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yangaaeaakhakikat
dan tujuan publik adalah kesejahteraan publik. @t@n tujuan
perencanaan publik adalah perencanaan pencapasgjakieraan
publik secara bertahap dan sistematis. Dapat khartibahwa
perencanaan publik menjadi ilmu yang mempunyaiktargersendiri.

Berkaitan dengan itu, topik dilanjutkan dengan perggaran publik.
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2) Penganggaran Publik

3)

Berdasarkan penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003,aaagg
adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijgkamomi. Sebagai
instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsikumewujudkan
pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta @eageT pendapatan
supaya mencapai tujuan bernegara.

Lebih dari itu, anggaran memberikan rencana dedésdls
pendapatan dan pengeluaran organisasi agar penaagiaryang
dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publiianpa
anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan @e%dN
pengeluaran. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatad@ahwa pengelola
atau pengguna anggaran dan manajer publik lainnyggatd
dikendalikan melalui anggaran.

Tidak hanya itu, kesuksesan pelaksanaan anggatemtukan
oleh kebijakan keuangan secara menyeluruh yangtdiken oleh
lembaga setingkat departemen atau lembaga pelak&atiaggi,
dukungan politis berbagai lembaga, dan akurasingarean, terutama
penganggaran yang dipengaruhi tekméview perkiraan anggaran.
Topik selanjutnya adalah realisasi anggaran publik.

Realisasi Anggaran Publik

Secara teori, realisasi anggaran publik merupakdakpanaan
anggaran publik yang telah direncanakan dan dikataplalam bentuk
program dan kegiatan nyata. Hal ini berarti fokuslaksanaan

anggaran terletak pada operasionalisasi program kdgiatan yang



4)

5)
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telah direncanakan dan ditetapkan. Selain itu,is&sl anggaran

menunjuk pada arahan atau pengendalian sistenaatiprdses-proses

yang mengubainput menjadi barang dan jasa. Dalam hal ini, proses

tersebut sangat terkait erat dengan kualitas katuar

Perlu diketahui, realisasi anggaran terangkai siaaitu siklus
yang terdiri atas kegiatan persiapan, proses [eales), dan
penyelesaian. Siklus tersebut saling berkaitan dahgan yang lain.
Selanjutnya adalah pengadaan barang dan jasa publik
Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, smEta
tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagyarssit atau
publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakatuk pelayanan
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tercggain
kesejahteraan masyarakat
Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Secara umum, laporan keuangan adalah hasil akhipaeses
akuntansi. Sebagai konsekuensinya, laporan keuanbarus
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambkaputusan
oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporamarkgan
menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegigemajuan
realisasi pencapaian target pendapatan, realisasiepapan belanja,
serta realisasi pembiayaan. Selanjutnya, perlu talike beberapa
komponen laporan, yaitu neraca, laporan laba taggran perubahan

modal, laporan arus kas yang dilengkapi catatars d#gporan



6)
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keuangan, ataupun laporan tambahan lainnya, sdéggotian tahunan
danprospektus.

Audit Sektor Publik

Secara umum, pemeriksaan atau auditing adalah suatu

investigasi independen terhadap beberapa aktivitdsusus.
Mekanismenya adalah memosisikan dan menggerakkaknama
akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pemerintal@dan usaha
milik negara (BUMN), instansi pengelola aset nedananya, ataupun
organisasi publik nonpemerintah, seperti partaitigpLSM, yayasan,
dan organisasi di tempat peribadatan. Pemeriksadeitujuan untuk
mengekspresikan suatu opini secara jujur mengevsisipkeuangan,
hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang diskanadengan prinsip
akuntansi berterima umum. Maka itu, laporan auditeerupakan
media yang mengekspresikan opini auditor atau datamdisi tertentu
bisa juga menyangkal suatu opini.

Dikaji dari perspektif proses, audit berhubungaat elengan
prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan obetbagai
organisasi sektor publik dan pemerintahan. Pih&kipitertentu,
sebagai contoh auditor dan pengawas, wajib memiéinahaman
yang komprehensif tentang pemeriksaan yang menealedpih dahulu
diprioritaskan, apa lagi pada pemahaman tentartg@nsigkuntansi
yang dipakai oleh organisasi publik. Agar pememksaerjalan lebih

efisien, efektif, dan ekonomis, organisasi publigg harus memahami
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bagaimana mempersiapkan segala sesuatu terkait wanly akan
dilakukan oleh auditor.
Pertanggungjawaban Publik

Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawalaau
akuntabilitas adalah pertanggungjawaban tindakankéautusan dari
para pemimpin atau pengelola organisasi sektorilpliepada pihak
yang memiliki kepentingan stgkeholder) dan masyarakat yang
memberikan amanah kepadanya berdasarkan sistemripman

yang berlaku.

Indikator Akuntans Sektor Publik

Berikut ini adalah siklus akuntansi keuangan sekpaoiblik.

Menurut Bastian (2014: 19) siklus akuntansi keuangaktor publik

antara lain:

1)

2)

3)

Transaksi, persetujuan jual beli antara satu pitetkgan pihak lain.

Transaksi yang dimaksud dalam hal ini adalah tlksisantara

organisasi sektor publik dan pihak lain. Transaksisaksi inilah yang
nantinya dilaporkan dalam laporan keuangan.

Analisis bukti transaksi, setiap transaksi selakeai dengan bukti
pendukung yang berisi informasi tentang kegiatansaksi tersebut.
Dari bukti inilah yang kemudian akan dianalisis disgunakan sebagai
dasar pencatatan.

Pencatatan data transaksi, dari analisis buktiséiesi tersebut akan
dilakukan pencatatan atas bukti transaksi yand telgadi. Pencatatan

transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal.



21

4) Pengikhtisaran, dalam buku besar terdapat dafftannalompok akun
yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan naoma yag ad,
catatan atas transaksi tersebut dikelompokan selsimgan namanya
masing-masing. Hal inilah yang disebut denpgaesting.

5) Pelaporan, selama satu periode akuntansi, trangakgi dicatat dan
dikelompokan kedalam buku besar kemudian. Berdarsadatatan
tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akammg@sikan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangskios public
yang telah disusun tersebut kemudian dianalisisukunmenilai
kebenaran dan reliabilitasnya.

2. Pengawasan Internal
a. Pengertian Pengawasan Internal

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untulkmarbahwa
tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercap berkenaan
dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan seaugi girencanakan.
Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yangasagrat antara
perencanaan dan pengawasan (Yahya, 2016: 133).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 200&mtgnSistem
Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahem@ggwasan intern
adalah seluruh proses kegiateaview, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaran tugas whaysi forganisasi
dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai &&legiatan telah
dilaksankaan sesuai dengan tolak ukur yang tetatagkan secara efektif
dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam medkgn tata

kepemerintahan yang baik.
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Menurut Siagian dikutip (Kadarisman, 2013: 172) weah
pengawasan adalah proses pengamatan dari padasgelak seluruh
kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua jpekeyang sedang
dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang teladntukan.
Sedangkan menurut Halim dan Muhammad (2018: 37@ga®asan
adalah tindakan untuk membandingkan antara yangrssiya terjadi
dengan yang sebenarnya terjadi atau untuk menjaemcapaian tujuan
tertentu secara optimal.

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakoleh
aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalaam@agpsi itu sendiri.
Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas n@ampinan organisasi.
Pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala datanfdemasi yang
diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kelmam dalam
pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini damtdgunakan dalam
nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kaglgimpinan perlu
meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusgang telah
dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakuktindakan-
tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaag gilakukan oleh
bawahannya internal kontrol (Simbolon, 2013: 61).

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan bahwaapesan
internal kegiatan degan tujuan mengawasi kegiat@makan pemerintah
mulai dari program yang dilaksanakan hingga pena@io keuangan

daerah agar sesuai dengan prosedur yang berlaku.
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b. Tahap-tahap Proses Pengawasan Internal
Reksohadiprodjo (2002: 63) menjelaskan bahwa pertdali
orang harus menentukan standar pengawasan padé&ppsad yang
strategis, oleh karena orang tidak dapat mengeegalanya. Harus
dibedakan hal apa yang dapat diawasi, dan hal apg yidak dapat
diawasi. Kemudian diadakan pengecekan dan lapoegiatan kerja.
Dalam beberapa hal manajemen perlu meninjau hasjh kkaryawan.
Laporan tertulis harus dibuat untuk pimpinan sedegat dan teratur,
terutama tentang adanya penyimpangan-penyimpandamgsung
diadakan pemeriksaan segera mana atau apa yaihg salaemua perlu
tindakan korektif. Dianalisa apakah sebab-sebalitaydatang dari luar,
ataukah salah organisasi sendiri dalam memilih dway, atau mungkin

rencananya sendiri yang harus diubah, atau soaivasot Berikut ini

adalah tahapan-tahapan dalam proses pengawasarainte

Penentuan i
Penctapan . 5 Pengukuran Pembandingan
engukuran
standar P ok ¢ pelaksanaan dengan
claksanaan . ' .
pelaksanaan pek e kegiatan smudm‘
kegiatan evaluasi
3
1 1 1
Pengambilan
tindakan <
koreksi bila
me=_ Tindakan Korelasi

Gambar I1.2. Tahapan Proses Pengawasan Internal
(Handoko, 2013: 363)

1) Tahap 1: Penetapan standar
Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapatarsta

pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai ssatuan
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3)

4)

5)
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pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokatukupenilaian
hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kouta dan target kpateman dapat
digunakan sebagai standar.
Tahap 2: Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak diskeetdagai
cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyateh &deena itu,
tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukarukpezg
pelaksanaan kegiatan secara tepat.
Tahap 3: Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Setelah frekuensi pengukuran dan sistemonitoring
ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sel@gaes yang
berulang-ulang dan terus-menerus.
Tahap 4: Pembandingan pelaksanaan dengan standamargdisa
penyimpangan

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah pemigari
pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang dir&acas@u standar
yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini palingdatudilakukan,
tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat memgirdtasikan adanya
penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan harus lid@nantuk
menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.
Tahap 5: Pengambilan tindakan koreksi bila digentu

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakameksi,

tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapi@&mbil dalam
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berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksarthgerbaiki,
atau keduanya dilakukan bersamaan.
Jelasnya, pengawasan internal memiliki tahaparptahaebagai
berikut:

1) Penetapan standar kerja adalah ukuran yang medpshr untuk
melakukan pekerjaan

2) Penilaian kerja adalah upaya untuk menilai pekarjgng dilakukan
atasan terhadap hasil pekerjaan karyawan

3) Mengoreksi pekerjaan adalah membandingkan hasérizn dengan
standar kerja yang ditentukan sebelumnya.

Indikator Pengawasan Internal

Swayer’s (2005: 49) menyebutkan beberapa saram@aiopal yang
dapat digunakamanager untuk mengontrol fungsi di dalam perusahaan
adalah:

1) Organisasi drganization), organisasi sebagai sarana kontrol,
merupakan struktur peran yang dituju untuk orarajQrdi dalam
perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencapannygu secara
efisien dan ekonomis.

2) Kebijakan policy), suatu kebijakan adalah pernyataan prinsip yang
dibutuhkan, menjadi pedoman atau membatasi tindakan

3) Prosedur grocedure), merupakan sarana yang digunakan untuk
melaksanakan aktivitas sesuai kebijakan yang tétatapkan.

4) Personalia gersonnel), Orang-orang yang diperkerjakan atau

ditugaskan harus memiliki kualifikasi untuk melakunktugas yang
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diberikan. Bentuk kontrol yang baik disamping kjaenasing-masing
individu adalalsupervise. Jadi, standasupervise harus ditetapkan.

5) Akuntansi @ccounting), merupakan sarana yang sangat penting untuk
kontrol keuangan pada aktivitas dan sumber daya.

6) Penganggaranb(dgeting), merupakan suatu pernyataan hasil-hasil
yang diharapkan dinyatakan dalam bentuk numerika&a& sebuah
kontrol, anggaran menetapkan standar masukan sutalgardan hal-
hal yang harus dicapai sebagai keluaran.

7) Pelaporan, kebanyakan organisasi, manajemen bsifungmbuat
keputusan berdasarkan laporan yang diterima. CGlednla itu, laporan
haruslah tepat waktu, akurat, bermakna dan ekonomis

3. Kinerjalnstansi Pemerintah
a. Pengertian Kinerjalnstansi Pemerintah
Istilah  kinerja berasal darijob performance atau actual
performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yaagali oleh
seseorang), atau juga hasil kerja secara kualgaskdantitas yang ingin
dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakasriyg sesuai dengan

tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkuae2f2il5: 67).

Menurut Mulyadi (2015: 63) kinerja (prestasi kergdalah hasil
kerja yang dicapai oleh pekerja atau karyawan sedaralitas dan
kuantitas yang sesuai dengan tugas dan tanggung@b jamvereka.

Sedangkan menurut Sutrisno (2015: 151) prestasa katalah sebagai

hasil kerja yang telah dicapai seseorang dari eihgleku kerjanya dalam

melaksanakan aktivitas kerja.
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Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan kined@ah hasil
kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau segelo orang dalam
suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tagjgg@ab masing-
masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasangkutan
secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuaiagengpral maupun
etika.

. Manfaat Kinerja Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2009: 7) bahwa manfaat pengukimerja
antara lain sebagai berikut.

1) Pengalaman mengenai ukuran yang digunakan untukian&merja
manajemen.

2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja ytetah ditetapkan.

3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian Kkinedgn
membandingkan dengan target kinerja serta melakukasakan
korektif untuk memperbaiki kinerja.

4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dambank¢eward
and punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yargidiu
sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang Mekabertelah
disepakati.

5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimmatam rangka
memperbaiki kinerja organisasi.

6) Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pgéngsudah

terpenuhi.
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7) Membantu memahami proses kegiatan instansi perakrint
8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukearaebjektif.
Pengukuran Kinerja Instans Pemerintah

Biduri (2018: 139) menyatakan bahwa indikator Kaer
(performance indicator) sering disamakan dengan ukuran Kkinerja
(performance measure). Namun sebenarnya, meskipun keduanya
merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapatbesaan makna.
Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerjaase tidak langsung
yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikatikasi kinerja
sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkaran kinerja adalah
kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kaesgcara langsung,
sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. kador kinerja dan ukuran
kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkatercapaian tujuan,
sasaran, dan strategi.

Mardiasmo dikutip (Biduri, 2018: 139) menjelaskaahtva sistem
pengukuran kinerja sektor publik adalah suatumistang bertujuan untuk
membantu manajer publik menilai pencapaian suatdesfi melalui alat
ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuldnerja dapat
dijadikan alat pengendalian organisasi, karena ylamgn Kkinerja
diperkuat dengan menetapkaneward and punishment systems.
Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untukmmeauhi tiga maksud

sebagai berikut.
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1) Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untakmbantu
memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja diswakan untuk
dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuasasaran program
unit kerja. Hal ini pada ahkirnya akan meningkatlefisiensi dan
efektivitas organisasi sektor publik dalam pembeRalayanan publik.

2) Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk peongabkian sumber
daya dan pembuatan keputusan.

3) Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mpwlikan
pertanggungjawaban  publik dan  memperbaiki komunikas
kelembagaan.

. Indikator KinerjaInstans Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2009: 21yalue for money merupakan inti
pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. hLédmjut Haryanto,
dkk. (2017: 18) menyatakan bahwa salah satu tuntethadap organisasi
sektor publik adalah adanya perhatian terhadaprapae konsewalue

for money dalam aktivitas oragnisasi sektor publMalue For money

merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor ikpulghng

mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonefisiensi, dan
efektivitas.

1) Ekonomi: pemerolehamput dengan kualitas dan kuantitas tertentu
pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan pergmd nput
denganinput value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi

terkait dengan sejauh mana organisasi sektor puldépat
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meminimalisir input resources yang digunakan vyaitu dengan
menghindari pengeluaran yang boros dan tidak ptdduk

2) Efisiensi: pencapaiaoutput yang maksimum dengamput tertentu
atau penggunaan input yang terendah untuk menocafmit tertentu.
Efisiensi merupakan perbandingan output input y@ikgitkan dengan
standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

3) Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dendarget yang
ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupaleabandingan
outcome dengaroutpuit.

Ketiga hal tersebut di atas, merupakan elemen pokblke for
money, namun beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elsaje belum
cukup. Perlu ditambah dua elemen lain yaitu keadifequity) dan
pemerataan atau kesetara@quélity). Keadilan mengacu pada adanya
kesempatan sosiakdcial opportunity) yang sama untuk mendapatkan
pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahtee@mnomi. Selain
keadilan, perlu dilakukan distribusi secara mer@guality). Artinya,
penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya tedtdrasi pada
kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan seosreata.

Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah
menggunakan biayanput paling kecil untuk mencapai output yang
optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi.mpé&mye
implementasi konseyalue for money pada organisasi sektor publik gencar

dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan tdhilitas publik dan
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pelaksanaargood gayer-liance. Implementasi konsepalue for money
diyakini dapat memperbaiki akuntansi sektor puldé&n memperbaiki
kinerja sektor publik. Manfaat implementasi konsajue for money pada
organisasi sektor publik antara lain:
1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalamn gelayanan yang
diberikan tepat sasaran;
2) Meningkatkan mutu pelayanan publik;
3) Menurunkan biaya pelayanan publik kinerja inefisiestan terjadinya
penghematan dalam penggunazput;
4) Alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingaolik;
5) Meningkatkan kesadaran akan uang pubtilblic costs awareness)
sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.
4. Pengaruh Penerapan Akuntanss Sektor Publik Terhadap Kinerja
Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim
Akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vitiln menjadi subyek
untuk didiskusikan baik oleh praktisi sektor pubiitaupun kalangan akademisi.
Fokus perhatian pembahasan akuntansi sektor pydlig hendaknya mendapat
porsi yang lebih besar dari kalangan praktisi maugkademisi adalah penekanan
pada upaya untuk memajukan sektor publik yang diapdgkurang efisien dan
kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengddoseswasta yang dipandang
lebih maju dan efisien. Namun demikian, saat indgpekalangan praktisi
khususnya pemerintahan, sudah mulai ada perhating kebih besar terhadap

penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintafearg mencakup perlunya
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dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajememtensigkuntansi keuangan,
perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem peagadan pemeriksaan,
serta berbagai implikasi finansial atas kebijakabiakan yang dilakukan
pemerintah (Haryanto, dkk., 2017:1).

Kebijakan yang dilakukan pemerintah tentunya bemdm terhadap
kualitas kinerja yang dihasilkan. Hal ini dikaremak intansi pemerintah telah
melakukan perencanaan, penganggaran, merealisasikaggaran untuk
pengadaan barang dan jasa, serta melaporkan keu&egada publik. Laporan
yang dibuat kemudian diaudit untuk mengetahui kaksemya, sehingga dapat
dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas, diduga bahwa peranamtaksi Sektor
Publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja @nst Pemerintah Daerah
Kabupaten Muara Enim.

5. Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instans Pemerintah
Daerah Kabupaten Muara Enim

Pengawasan internal merupakan suatu pengawasandiylakgkan oleh
aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalaami@agpsi itu sendiri. Aparat
atau unit pengawasan ini bertindak atas nama penparganisasi. Pengawasan
ini bertugas mengumpulkan segala data dan inforrgasg diperlukan oleh
organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalankgzgiaan pekerjaan. Hasil
pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilajdedanaan pimpinan. Untuk
itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembalijmksanaan/keputusan-

keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya piapidapat pula melakukan
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tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaeerjpan yang dilakukan oleh
bawahannya internal kontrol (Simbolon, 2013: 61).

Manfaat yang utama diperoleh dari pengawasan ingaitu membantu
suatu organisasi dalam mencapai prestasi dan tgeget menguntungkan dan
mencegah kehilangan sumber daya. Dapat membantghasikan kinerja
pemerintah daerah yang dapat dipercaya, dan dagragstikan suatu organisasi
mematuhi undang-undang dan peraturan, terhindarejautasi yang buruk dan
segala konsekuensinya. Selanjutnya dapat pula nmémbaengarahkan suatu
organisai untuk mencapai tujuannya dan terhindar dal yang merugikan.
Sedangkan tujuan diadakannya pengawasan interredhhadintuk mencapai
tingkatan kinerja yang telah direncanakan, menjamisaunana birokrasi yang
baik dalam operasi unit-unit pemerintahan daerak bacara internal maupun
eksternal untuk memperolah perpaduan yang maksirdatam pengelolaan
pembangunan dalam rangka memberikan pelayanan semberikan
perlindungan publik dari penyalahgunaan wewenaegasmengendalikan agar
administrasi pemerintah dikelola secara tertib galmaana mestinya, dan apratur
pemerintah daerah melaksanakan tugasnya dengak-bablaya.

Berdasarkan uraian di atas, diduga bahwa peranagap@&san internal
berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansné&etah Daerah Kabupaten

Muara Enim.

B. Pendlitian Sebelumnya
Penelitian terdahulu mengenai pengaruh akuntansiorsepublik dan
pengawasan internal terhadap kinerja instansi gatabrdapat dilihat pada tabel

berikut.
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Tabel 11.1
Per samaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

No | Nama/Tahun/Judul Hasil Penelitian Persamaar Pesbeda

1. | Bambang / 2012/1. Penerapan akuntanisil. Akuntansi 1. Kualitas laporan
Pengaruh  Penerapan keuangan sektor publik sektor publik keuangan.
Akuntansi Sekto dan penerapan2. Pengawasan | 2. Bupati/Walikota,
Publik dan Pengawasan pengawasan berpengaruh ternal wakilnya, beserta
Terhadap Kualitas terhadap kualitas laporam3. Kinerja intansi staf Sekretaris
Laporan Keuangan dgn keuangan baik secara pemerintah Daerah ,
Implikasinya Terhadap parsial maupun simultan. Sekretaris DPRD
Akuntabilitas  Kinerjal 2. Penerapan akuntansi Kepala Dinas
Instansi Pemerintah. keuangan sektor publik, Kepala Badan dan

pengawasan dan kualitas pejabat eselon Il
laporan keuangah dan v
pemerintah  berpengaryh dibawahannya
terharap akuntabilitas

kinerja pemerintah baik

secara parsial maupun

simultan.

2. | Putri / 2015/ Pengaruhl. Penerapan akuntansil. Akuntansi Pegawai yang
Penerapan  Akuntangi sektor publik memberikan sektor publik | ditempatkan di Sub
Sektor Publik dan pengaruh terhadap kinerj&. Pengawasan | bagian keuangan, Sub
Pengawasan Internal intansi pemerintah sebesar internal kepegawaian, Sup
Terhadap Kinerja  32,6% dan pengaruh tidak3. Kinerja perencanaan, Sub
Instansi Pemerintah langsung akuntansi akibat instansi SDM (Sumber daya

adanya hubungan pemerintah manusia) dan Sup
pengawasan internal bagian Anggarar
sebesar 12,2% maka besar yang ada pada Dinas
pengaruhnya 44,8%. Perkebunan Propinsi
2. Pengawasan internal Jawa Barat

memberikan pengaruh

terhadap kinerja instansi

pemerintah sebesar 7,9%,

dan pengaruh tidak

langsung sebesar 12,2%

maka besar pengaruhnya

adalah 20,1%.

3. | Intan / 2015/ PengaryhVariabel penerapan standat. Akuntansi 1. Kualitas laporan
Penerapan Standapelaporan akuntansi sektpr sektor publik keuangan
Pelaporan  Akuntansipublik, pengawasan kualita®?. Pengawasan | 2. Dispenda  Prov
Sektor  Publik  dan laporan keuangan3. Kinerja intansi Dispenda Kota
Pengawasan Kualitgsberpengaruh  positif dan pemerintah dan Dishub Pro
Laporan Keuangan signifikan baik secara Sumatera Selatan,

Terhadap Akuntabilita:
Kinerja Instansi
Pemerintah (Stud
Kasus Dispenda Pro
Dispenda Kota, da

h

Dishub Prov)

5 simultan dan parsial terhadi
akuntabilitas kinerja instans
i pemerintah.
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Dewi / 2015/ Pengaruhl. Pengawasan internal tidakPengawasan

Pengawasan Interngl, berpengaruh signifikaninternal
Sistem Akuntans terhadap kinerja keuangan
Keuangan Daerah dgn pemerintah daerah.
Pengelolaan Keuangar?. Sistem akunansi keuangan
Daerah Terhada daerah berpengaryh
Kinerja Keuanga signifikan terhadap kinerja
Daerah Pemerinta keuangan pemerintah
Kabupaten daerah.
Karanganyar (Survey3. Pengelolaan keuangan
pada DPPKAD| daerah berpengaryh
Kabupaten signifikan terhadap kinerj
Karanganyar). keuangan pemerintah
daerah.

. Sistem akuntansi
. Pengelolaan

. Kinerja keuangan
. DPPKAD

keuangan daerah

keuangan daerah

Kabupaten
Karanganyar

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual ngntagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah rdifdesi sebagai masalah

yang penting. Kerangka pemikiran dalam penelitinh digambarkan sebagai

berikut.

Xi

Akuntansi Sektor Publik

Y

Kinerja Instansi Pemerintah

Xz

Pengawasan Internal

Gambar 11.3. Kerangka Pemikiran

(Peneliti, 2019)

D. Hipotesis

1. H;: Terdapat pengaruh penerapan akuntansi sektoikpt#shadap kinerja

instansi pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim.
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. Hx: Terdapat pengaruh pengawasan internal terhadaerj&i instansi
pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim.
. Hs: Terdapat pengaruh penerapan akuntansi sektoikpddh pengawasan

internal terhadap kinerja instansi pemerintah da&&bupaten Muara Enim.



BAB |11
METODE PENELITIAN

A. JenisPenelitian
Metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi baber jenis.

Sebagaimana yang dikemukakan Masyhuri dan Zainu@fih4: 54) jenis-jenis

penelitian diantaranya adalah:

1. Penelitian pengembangale(el opment research)
Penelitian yang bermaksud menyelidiki pertumbuha @erubahan sesuatu
sebagai fungsi waktu. Kalau penelitian itu bermaksunengembangkan
penemuan-penemuan penelitian sebelumnya, baik tefdrluan ilmu murni
maupun ilmu terapan dan sebagainya, maka hal tgrsihyatakan sebagai
penelitian.

2. Penelitian korelasicorrelation research)
Penelitian yang bermaksud mendeteksi sejauhmarasivaariasi pada suatu
faktor berhubungan dengan variasi-variasi atauhlédktor lain berdasarkan
koefisien korelasinya.

3. Penelitian dasabésic research ataupure research)
Riset untuk mengembangkan dan mengevaluasi suategatau teori yang
bertujuan untuk memperluas batas-batas ilmu pehgata Riset ini tidak
menunjukkan secara langsung untuk mendapatkan périecbagi sebuah
permasalahan yang spesifik.

4. Penelitian eksplorasi
Penelitian yang ‘masalatproblem)’ belum pernah dijejaki, belum pernah

diteliti orang lain. Kesulitan yang dihadapkan génadalah masih mencari-

37
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cari akar, meskipun peneliti dalam kondisi ‘kegel@pmasalah, tetapi ia te
tetap berusaha menemukan permasalahan yang setingalean diteliti
tersebut.

. Penelitian longitudinal

Penelitian yang memerlukan waktu cukup lama, sepenrelitian peneliti
ingin mengetahui perkembangan kemampuan berpikak esekolah dasar
kelas | sampai dengan kelas 1V, maka peneliti momancatat kemampuan

berpikir sejak anak duduk di kelas I.

. Penelitiancross-sectional

Penelitian yang tidak menggunakan sasaran pemeltang sama. Dalam
waktu yang bersamaan, peneliti mengadakan penpatat@ntang
perkembangan berpikir anak-anak sekolah dasarsseeegntak.

. Penelitiansurvey

Penelitian yang hampir tumpang tindih pengertiamgaetikan sama dengan
penelitian kuantitatif. Bahkan keduanya diartikamsa karena sifatnya, akan
tetapi biasaya penelitiasurvey hanya menggunakan kuesioner dan hanya
berkisar pada ruang lingkup: (i) ciri-ciri demogdsafmasyarakat; (ii)
lingkungan sosial mereka; (iii) aktivitas merekand(iv) pendapatan dan

sikap mereka.

. Penelitian studi kasus

Penelitian yang hampir memiliki persamaan dengarelieén grounded yaitu
sama-sama berorientasi kualitatif. Namun dalam hgao dengan bentuk-

bentuk penelitian lainnya, misalngarvey atau kuantitatif, studi besar ruang
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lingkup penelitian tersebut. Studi kasus biasanigurdikan dalam studi
antropoli.

9. Penelitianassesment
Penelitian sebagai suatu pendekatassesment telah berkembang menjadi
banyak penelitian yang menarik, terutama padanyiaisuatu proyek. Hal
yang menonjol dari penelitiaassesment adalah keterlibatan peneliti mulai
dari awal pelaksanaan proyek sampai selesai. Kheabpenelitiassesment
dituntut seperti yang ada pada peneligaounded.

10.Penelitian evaluasi
Penelitian identik dengan penelitiassesment. Akan tetapi, jika dilihat dari
cara kerjasama dan keterlibatan peneliti masingrgasdiketemukan
perbedaannya. Pada penelitian evaluasi, ketenibagaeliti mulai dari awal
pelaksanaan proyek sampai akhir, tidak merupakhatiban.

11.Penelitian kancah
Bentuk penelitian yang sering dilaksanakan padabdgai cabang ilmu
pengetahuan. Kancah adalah laboratorium raksagapemuh dengan seribu
satu masalah yang tak kunjung pangkal habisnya.

Berdasarkan penjelasan mengenai beberapa jenistipendi atas, maka
jenis penelitian yang sesuai dengan penelitiaradilah korelasi, karena dalam
penelitian ini untuk mendeteksi sejauhmana vanasiasi pada suatu faktor
berhubungan dengan variasi-variasi atau lebih fd&tn.

B. Lokas Pendlitian
Lokasi penelitian ini dilakukan Pemerintah DaerahbWpaten Muara

Enim yang terletak di Jalan Jenderal A. Yani NoMifara Enim Kode Pos 31311
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Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi penelitian igudakan peneliti sebagai bahan
penelitian skripsi untuk mendapatkan data, infoiraterangan dan hal-hal yang
berkaitan dengan kepentingan peneliti.
C. Operasionalisasi Variabel

Variabel dalam penelitian ini perlu ditafsirkan adamlak menimbulkan
persepsi yang berbeda-beda. Hal tersebut dapatfsiditmm dengan
operasionalisasi variabel, yaitu: akuntansi septilik, pengawasan internal, dan

kinerja intansi pemerintah. Operasional variabdhmiadapat dilihat pada tabel

1.1 berikut.
Tabel 111.1
Operasionalalisasi Variabel
Variabel Definis variabel Indikator Skala Ukur
Akuntansi Mekanisme teknis danl. Analisis buktii Ordinal
sektor publik| analisis akuntansi yang transaksi.
(X1) diterapkan pengelolagm. Pencatatan data

dana  masyarakat di transaksi.

lembaga-lembaga tinggi3. Pengikhtisaran.
negara dan departemgmd. Pelaporan

departemen di bawahnyga,
pemerintah daeralh,
BUMN, BUMD, LSM
dan yayasan sosigl,
maupun pada proyek-
proyek kerjasama sektor
publik dan swasta
(Bastian, 2014)

Pengawasan| Pengawasan berisil. Organisasi. Ordinal
internal (%) | rencana organisasi dar. Kebijakan

semua metode yang3. Prosedur

terkoordinasi dan 4. Penganggaran
pengukuran-pengukuran
yang  diterapkan di
perusahaan untuk
mengamankan aktiva,
memeriksa akurasi dan
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keandalan data akuntang
meningkatkan  efisiensi

oprasiaonal, dan
mendorong ketaatan
terhadap kebijaka

n
manajerial yang telah
ditetapkan (Swayer's,

2005).
Kinerja Hasil kerja yang dapatl. Ekonomis (cermat Ordinal
intansi dicapai oleh seseorang dalam enggunaan dg
pemerintah | atau sekelompok orarjg alokasi sumber daya).
(Y) dalam suatu organisasi2. Efisiensi (penggunad

sesuai dengan wewenahg sumber daya)

dan tanggungjawap3. Efektivitas

masing-masing dalam (pencapaian tujuan)
rangka upaya mencapai
tujuan organisasi
bersangkutan secara
legal, tidak melanggar
hukum dan sesuai dengan
moral  maupun etika
(Prawirosentono, 2008).

(Sumber: Peneliti, 2019)
D. Datayang Diperlukan
Menurut Susetyo (2017: 12), data adalah bentuk kadaai datum yang

berarti banyak. Data merupakan kumpulan fakta,raagan, atau angka-angka
yang digunakan sebagai dasar untuk menarik kesanpulLebih lanjut Sanusi
(2011: 146) mengelompokkan data dalam dua jenisy ymta primer dan dan
sekunder. Data primer, yaitu data penelitian yaipgrdleh secara langsung dari
sumbernya (tidak melalui perantara). Sedangkara sieitunder merupakan data
penelitian yang diperoleh secara tidak langsungalmelmedia perantara
(diperoleh dan dicatat melalui orang lain). Denghimikian, jenis data yang
digunakan adalah data primer dan sekunder. Dataepridalam penelitian ini

berupa data hasil penyebaran kuisioner terhadapomdsen. Sedangkan data
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sekundediperoleh melalui tulisan, artikel, jurnal atau rakh kepustakaan yang

berhubungan dengan penelitian ini.

E. Populasi dan Sampel
1. Populasi

Menurut Sugiyono (2018: 119), populasi adalah kesbln elemen yang
akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen popudalah keseluruhan subyek
yang akan diukur, yang merupakan unit yang ditditpulasi dalam penelitian
ini adalah seluruh pegawai di Pemerintah Kabupkteara Enim yang berjumlah

183 orang. Jelasnya rincian populasi dapat dipaat tabel berikut.

Tabel 111.2
Populasi Penelitian
No. | Bidang Jumlah
1 Organisasi 10
2 Tapem 23
3 Umum 22
4 Pembangunan 6
5 Layanan Pengadaan Barang & Jasa 20
6 Hukum 10
7 Humas 29
8 Administrasi Keuangan & Aset 32
9 Perekonomian dan SDA 8
10 | Kesra 10
11 | Sekda dan Asisten 4
12 | Staf Ahli 3
13 | Staf Pembantu Staf Ahli 6
Jumlah 183

Sumber: Pemerintah Daerah Kabuplsiteggra Enim, 2019

2. Sampel

Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagdari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersel{@®ugiyono, 2018: 120). Teknik

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adatam prabibility sampling,
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adalah teknik pengambilan sampel yang tidak menp®iang atau kesempatan
sama bagi setiap unsur atau anggota populasi digiit menjadi sampel. Teknik
sampel ini meliputsampling sistematis, kuotegksidental, puprosive, jenuh dan
snowball (Sugiyono, 2018: 123). Teknikon prabibility sampling yang dipilih
adalahpurposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan
sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentimBangan pengambilan
sampel dalam penelitian diantaranya adalah peggama memiliki latar belakang
pendidikan akuntansi, berkompeten dalam adminisk@sangan, serta mampu
menyusun akuntansi sektor publik. Berdasarkan mbengan tersebut, maka
yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalahapeg bidang administrasi
keuangan dan aset yang berjumlah 32 orang. Jelasnypel dalam penelitian ini

dapat dilihat pada Tabel 111.3 berikut.

Tabel 111.3
Sampel Penelitian
No. | Bidang Jumlah
1 Organisasi 3
2 Tapem 2
3 Umum 2
4 Pembangunan 2
5 Layanan Pengadaan Barang & Jasa 3
6 Hukum 2
7 Humas 3
8 Administrasi Keuangan & Aset 4
9 Perekonomian dan SDA 3
10 | Kesra 2
11 | Sekda dan Asisten 2
12 | Staf Ahli 2
13 | Staf Pembantu Staf Ahli 2
Jumlah 32

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupsiggra Enim, 2019
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F. Metode Pengumpulan Data

Hartono (2017: 109) menjelaskan beberapa teknikgyapulan data,

diantaranya sebagai berikut.

1.

Obervasi

Teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data pridesmgan cara
mengamati langsung objek datanya. Pendekatan kiyaryg dapat digunakan
untuk mendapatkan data primer adalah pendekatan urkkasi
(communication approach).

Wawancara

Wawancaraifiterview) adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data
dari responden. Wawancara dapat berupa wawancasangd wawancara
intersep, dan wawancara telepon.

Eksperimen

Studi yang melibatkan keterlibatan peneliti memalsipi beberapa variabel,
mengamati dan mengobservasi efeknya.

Survei

Metode pengumpulan data primer dengan memberikdany@aan-pertanyaan
kepada responden individu. Survei dapat dikelompokke dalammail
survey, compuer-delivered survey danintercept studies.

Kuisioner

Kuisioner adalah metode pengumpulan data denganncanggunakan daftar
pertanyaan yang diajukan kepada responden untukwalij dengan

memberikan angket.
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6. Dokumentasi
Dokumentasi, dari menurut asal katanya dokumen, ilikenpengertian
barang-barang tertulis. Pengumpulan data mengguond&kumentasi dapat
berupa penyelidikan teradap benda-benda tertylisrsebuku-buku, majalah,
dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, cetetaan dan sebagainya.
Berdasarkan jenis-jenis metode pengumpulan di atasetode
pengumpulan data yang digunakan dalam ini adalatioker, dan dokumentasi.
G. Analisis Data dan Teknik Analisis Data
1. AnalisisData
Menurut Muhidin dan Maman (2017: 52), analisis ddisrtikan sebagai
upaya mengolah data menjadi informasi, sehinggakkarnistik atau sifat-sifat
data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bi@hauntuk menjawab
masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatatit@anedata dapat dianalisis
secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis dataahtitatif menurut Sunyoto (2016:
26) adalah analisis yang menggunakan rumus-ruttatistik yang disesuaikan
judul penelitian dan rumusan masalah, untuk pemgan angka-angka dalam
rangka menganalisis data yang diperoleh. Dalanlpianeni, analisis kuantitatif
menggunakan program kompu&atistical Product and Service Solution (SPSS),
karena dengan program tersebut analisis dapatudldak dengan cepat, dan
menghasilkamutput lebih akurat.
Menurut Sugiyono (2011: 182), analisis data terdiari (i) analisis
kuantitatif, merupakan metode analisis dengan mamajcan data yang berbentuk
data, kalimat, skema, dan gambar; dan (i) andiisstitatif, merupakan metode

analisis dengan menggunakan data berbentuk angke datta kualitatif yang
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digunakan. Berdasarkan pendapat tersebut, metalsiardata yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif.

Pengukuran suatu instrumen angket (kuisioner) dapahggunakan
berbagai skala. Menurut Hartono (2017: 82) skalagyaligunakan untuk
mengukur kuisioner adalah skakting. Skalarating terdiri dari 8 macam, yaitu:

a. Skala dikotomi

b. Skala kategori

c. Skalalikert

d. Skala perbedaan semantik

e. Skala numerik

f. Skala penjumlahan tetap atau konstan
g. Skala stapel

h. Skala grafik

Berdasarkan macam-macam skala di atas, skala yigoga#kan dalam
penelitian ini adalah skaléert. Adapun penskoran skala likert dapat dilihat pada

Tabel I11.4 berikut.

Tabel I11.4
Penskoran Jawaban Kuisioner dengan Skala Likert
Pernyataan Positif Pernyataan Negatif
Sangat Setuju (SS) Sangat Setuju (SS)
Setuju (S) Setuju (S)
Netral (N) Netral (N)

Tidak Setuju (TS)
Sangat Tidak Setuju (STS)

Tidak Setuju (TS)
Sangat Tidak Setuju (STS)

P N Wk~ O
a b~ WD B

(Sumber: Riduwan, 2012: 39)
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2. Teknik Analisis Data
a. Uji Validitas

Suatu instrumen dikatakan valid jika instrument atamengukur
sesuatu dengan tepat apa yang hendak diukur (Mudahi Maman, 2017:
30). Instrumen dinyatakan memiliki validitas apabihstrumen tersebut
telah dirancang dengan baik dan mengikuti teori kistentuan yang ada.
Artinya apabila instrument yang sudah disusun lsnd@n teori
penyusunan instrumen atau instrumen disusun memdgi&tentuan yang
ada, maka secara logis sudah valid. Pengujianitadidnstrumen dapat
dilakukan dengan bantuan program komputer, saldh dentaranya
program Satistical Product and Service Solution (SPSS). Untuk
menafsirkan hasil uji validitas, kriteria yang digikan adalah:
1) Jika nilai r hitung lebih besar (>) dari nilai & maka item angket

(kuisioner) dinyatakan valid dan dapat dipergunalaau
2) Jika nilai r hitung lebih kecil (<) dari nilai r @l maka item angket
dinyatakan valid dan tidak dapat dipergunakan.
Nilai r tabel dapat dilihat pada = 5% dan db = n — k.
b. Uji Reliabilitas

Suatu instrumen pengukuran dikatakan reliabelgiagukurannya
konsisten dan cermat akurat. Jadi, uji reliabilitastrumen dilakukan
dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi datrumen sebagai alat

ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat diparc@Muhidin dan
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Maman, 2017: 37). Hasil pengukuran dapat diperbayga apabila dalam
beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap pgelonsubjek
(homogen) diperoleh hasil yang relatif sama, selasgek yang diukur
dalam diri subjek memang belum berubah dalam halrelatif sama
berarti tetap adanya toleransi terhadap perbedadmegaan kecil diantara
hasil beberapa kali pengukuran. Pengujian reliaiilinstrumen dapat
dilakukan dengan bantuan program komputer, yaitgnam Satistical
Product and Service Solution (SPSS). Suatu konstruk atau variabel
dikatakan reliabel jika memberikan nil@ronbach Alpha > 0,60.
. Uji Asumsi Klasik
Analisis regresi linier berganda dalam penggunaanharus
memenuhi uji asumsi klasik yang ditetapkan, aggratdanenghasilkan
nilai-nilai koefisien sebagai penduga yang tida&sbiDalam uji asumsi
klasik terdapat 4 (empat) analisis, diantaranydsdda
1) Heteroskedastisitas
Sujarweni (2017:232) menyatakan bahwa uji heteragias
digunakan untuk mengetahui perbedagariance residual suatu
periode pengamatan ke periode pengamatan yang Gara
memprediksi ada tidaknya heterokedasitas pada suatlal dapat
dilihat dengan pola gambd&kcatterplot dengan kriteria: (i) titik-titik
data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitda 0; (ii) titik-titik

data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawgh; <ai)
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penyebaran fitik-titik data tidak boleh membentakapbergelombang;
dan (iv) penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Normalitas

Menurut Sujarweni (2017: 68), bahwa uji normalideapat
digunakan untuk mengetahui apakah data dalam wrigng akan
digunakan dalam penelitian berdistribusi normaltaDzenelitian yang
baik dan layak dapat adalah data yang berdistriasmal. Uji
normalitas data menggunakan program komputer SP&%jad
analyze Kolmogorov-Smirnow. Adapun Kriteria pengujian:
a) Jikasig > 0,05 maka data distribusi data.
b) Jikasig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.
Multikolinieritas

Sujarweni (2017: 230) menyatakan bahwa uji muliiketitas
digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variab#¢penden yang
memiliki kesamaan antar variabel independen dalatus model
regresi. Kesamaan antar variabel independen cemgleru
mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selainjuga, dalam
menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan tusgu
mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masimgbel bebas
terhadap variabel terikat. Adapun kriteria pengujraultikolinieritas
adalah jika VIF yang dihasilkan terletak antareDlriaka diidentifikasi

tidak terjadi multikolinieritas.
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4) Autokolreasi
Sujarweni (2017: 231) menyatakan bahwa cara untuk
mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan melimigaan nilai
Durbin-Watson pada tabel Durbin Watsah dandu). Kriteria jika du
< thing < 4-du maka diidenifikasikan tidak terjadi autoasi.
d. Analisis Regresi Linier Berganda

Muhidin dan Maman (2017: 187) menyatakan bahwa isieal
regresi dipergunakan untuk menelaah hubungan adtaravariabel atau
lebih, terutama untuk menelusuri pola hubungan yawoglelnya belum
diketahui dengan sempurna, atau untuk mengetalgairbana variasi dari
beberapa variabel independen mempengaruhi vardégénden dalam
suatu fenomena yang kompleks. Jika, X, ..., X adalah variabel-
variabel independen dan Y adalah variabel dependeka terdapat
hubungan fungsional antara X dan Y, di mana vadasi X akan diiringi
pula oleh variasi dari Y.

Analisis regresi berganda merupakan pengembangaramlisis
regresi sederhana. Kegunaannya, yaitu untuk mekamalilai variabel
terikat (Y) apabila variabel bebasnya (X) dua d¢dnih. Persamaan regresi
ganda dirumuskan sebagai berikut:

Y =a+bX,+bX, (Muhidin dan Maman, 2017: 199)
Keterangan :
Y = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

a = Konstanta (nilai Y apabila;Xian % = 0)
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b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupunysanan)

X = Variabel independen

. Analisis determinasi (8 digunakan untuk mengetahui persentase
kontribusi pengaruh variabel bebas secara seretgdiadap variabel
terikat (Riduwan, 2012: 228).

Pengujian hipotesis

1) Uji Koefisien Regresi Berganda Secara Simultan-g)ji

Analisis ini digunakan untuk melihat pengaruh sacar
menyeluruh variabel X dan X terhadap variabel Y. Kiriteria
pengambilan keputusan adalah: (i) jiig > 0,05 maka biditerima;
dan (ii) jikasig < 0,05 maka biditolak (Sujarweni, 2017:115)

2) Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh segarsial
antara variabel X terhadap variabel Y dan variabel, Xerhadap
variabel Y. Kriteria pengambilan keputusan ada(@hjika sig > 0,05
maka H diterima; dan (i) jikasig < 0,05 maka bl diterima

(Sujarweni, 2017: 113)
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